ABSTRAK

Fadhel Achmad Ar Ridha; Jual Beli Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan
Melalui Sosial Media (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif) di bawah
bimbingan I: Dr. Mahmud Yusuf, MSI dan Il: Dr.Hj. Hayatun Naimah, M.H, pada
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

Kata Kunci: Jual Beli Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan melalui
Sosial Media (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif).

Jual beli adalah bentuk kegiatan muamalah. Secara prinsip, jual beli yang diatur dalam
hukum Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang
dirugikan. Era digital seperti sekarang ini menjadikan data pribadi menjadi sesuatu yang
sangat berharga dan memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini disalahgunakan oleh pihak yang
yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan pribadi. Data pribadi marak
diperjualbelikan pasca dikeluarkannya PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan
Jasa Telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme transaksi jual beli
nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media,
sehingga dapat diketahui alur jual beli tersebut melalui sosial media dan untuk mengetahui
pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia mengenai transaksi
seperti ini melalui sosial media.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber pada dua bahan hukum
yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Adapun alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif model Miles & Huberman ada 3 jenis cara
analisis jelaskan saja cara analisis dimana

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya bisnis jual beli nomor Kartu Keluarga
(KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Banjarmasin disebabkan adanya peluang
yang menguntungkan yakni pasca disahkannya PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi
Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimana data KK dan NIK sangat dibutuhkan untuk aktivasi
kartu perdana. Adapun mekanisme jual beli KK dan NIK adalah pertama, pihak penjual
mencari data KK dan NIK melalui rekan yang bekerja pada dunia perbankan dan leasing.
Kedua, pihak penjual menawarkan data KK dan NIK pada media sosial dan mendatangi
counter ponsel kemudian memasukkan calon pembeli ke grup Whatsapp dan dilanjutkan
dengan melakukan aktivasi. Pada dasarnya, hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif telah
melarang transaksi jual beli KK dan NIK. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat
Banjarmasin akan data pribadi, lemahnya iman seseorang serta belum adanya undang-undang
khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi menjadikan bisnis semacam ini
semakin menjamur.



